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ABSTRAK 
 
ST. MUTHMAINNAH (B111 16 088) dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam 
mengenai Bangunan Wakaf yang Tanahnya Telah Dijadikan Agunan 
Bank (Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf)”. Di bawah bimbingan (Abrar Saleng) sebagai Pembimbing 
I, dan (Achmad) Pembimbing II. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses 
perwakafan bangunan (masjid) tersebut dapat terjadi, sedangkan tanahnya 
sementara dalam jaminan oleh Bank,dan yang kedua untuk mengetahui  
kedudukan hukum proses wakaf tersebut apakah dapat dibenarkan atau 
justru batal demi hukum dengan melihat aturan-aturan dalam Undang-
Undang Perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan 
menggunakan pendekatan Undang - Undang (Statute Approach) dan 
pendekatan kasus (Case Approach). Adapun analisis yang digunakan adalah 
analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif bertujuan untuk 
memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang 
ada.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Proses wakaf yang dilakukan 
oleh Yatimin tersebut tidak memenuhi unsur ataupun rukun wakaf 
sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa peraturan tentang wakaf. (2) 
Wakaf tersebut dianggap belum terjadi ataupun batal demi hukum, karena 
status tanah masjid tersebut masih dalam jaminan oleh Bank, sehingga 
sertifikat tanah masjid tersebut tidak dapat diserahkan sebagai syarat wakaf 
benda tidak bergerak.   

 
Kata Kunci: Bangunan Wakaf, Agunan Bank. 
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ABSTRACT 
 

ST. MUTHMAINNAH (B111 16 088) with the title "Islamic Law Review on 
Waqf Buildings whose land has been used as bank collateral (Study of 
Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 concerning Waqf)". 
Under guidance of (Abrar Saleng) as the First Advisor and (Achmad) second 
Advisor. 

 This study aims to determine how the process of waqf building 
(mosque) can occur, while the land is temporarily guaranteed by the Bank, 
and secondly, to find out the legal position of the waqf process whether it can 
be justified or null and void by looking at the rules of the Law. Waqf and 
Compilation of Islamic Law. 

 This research uses a type of normative, using an statute approach and 
the case approach. The analysis used is qualitative analysis, which is 
descriptive analysis which aims to provide an overview or formulate problems 
in accordance with existing circumstances / facts. 

 This research shows that, (1) The Process of waqf that is carried out 
by Yatimin does not fulfill the elements or pillars of waqf as regulated in 
several regulatins regarding waqf. (2) The waqf has not occured or is null and 
void, because the status of the mosque land is still guaranteed by the bank, 
so the mosque land certificate cannot be submitted as a condition for waqf for 
immovable objects. 

 
Keywords: Waqf Building, Bank Collateral. 
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           Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat 

serta kasih sayang-Nya sehingga kita masih dikaruniakan nikmat yang begitu 

luar biasa yakni nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk terus 

beribadah dan mengerjakan amal dan ibadah sebanyak – banyaknya karena 

sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Tak lupa juga kita 

kirimkan shalawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Allah SWT. yakni 

Muhammad SAW sebagai sosok teladan di muka bumi ini yang membawa 

kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang luar biasa dan penuh berkah ini 

insyaa Allah, membawa kita dari masa kegelapan ke zaman yang terang luar 

biasa ini Alhamdulillah, sehingga penulis dengan karunia Allah SWT pun 

akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Mengenai Bangunan Wakaf yang Tanahnya Telah Dijadikan Agunan 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar BeIakang Masalah 

 SaIah satu instrumen ajaran lsIam berkenaan dengan masaIah 

kesejahteraan masyarakat adaIah waqaf. Sejak awaI kemuncuIannya waqaf 

dimaksudkan untuk menebar kebaikan berupa manfaat ekonomis kapada 

orang Iain atau masyarakat. DaIam sejarah tercatat, wakaf teIah berperan 

besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daIam belbagai bidang.1 

DaIam bidang pendidkan, terdapaat beberapa Iembaga pendidikan yang 

sangat barpengaruh karena teIah meIahirkan banyak tokoh uIama dan 

cendekiawan. MisaIanya Universiitas aI-Azhar Kairo di Mesir, Universitas 

Zaituniyah dI Tunis, Universitas Nizamiyah diBagdad, ribuan Madaris lmam 

Liisesi di Turki.2 dan Pondok pesaantren ternama yang ada di Jawa Timur 

yaitu Pondok Pesantrren Modern DarussaIam Gontor (PMDG) yang ditopang 

oIeh sekitar 320 hektar Iahan wakaf. 

  DaIam sejarah lsIam, wakaf dikenal sejak rnasa RasuIuIlah 

ShaIlaIlahu ‘AIaihi Waa SaIlam karena wakaf disyariatkan seteIah Nabi SAW 

berhijrah ke Madinah, padatahun kedua Hijiriyah. Ada dua pendapat yang 

berkembang di kaIangan ahIi yurisprudensi lslam (fuqaha’) tentang siapaa 

yang pertama kaIi meIaksanakan Syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat 

 
1 Wawan Hermawan,”PoIitik Hukum Wakaf di lndonesia”,JurnaI Pendidiikan Agama lsIam-Ta’lim VoI.12 
No.2,2014, hlm.147. 
2 Ibid., hlm.148. 
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uIama mengatakan bahwa, “yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah 

Rasulullah SAW ialah wakaf tanah miIik Nabi SAW untuk dibangun masjid”.3 

“Kemudian Syariat wakaf yang teIah diIakukan oIeh Umar bin Khatthab 

disusuI oIeh Abu ThaIhah yang mewakafkan kebun kesayangannya (kebun 

Bairaha) SeIanjutnya disusuI oIeh sahabat Nabi SAW Iainnya, seperti Abu 

Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan 

kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah, Utsman bin Affan 

menyedekahkan hartanya di Khaibar, AIi bin Abi ThaIib mewakafkan 

tanahnya yang subur, Mu’adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer 

(Dar aI-Anshar)”.4  

 Sejak masa RasuIuIIah, masa kekhalifaan dan masa dinasti-dinasti IsIam 

sampai sekarang wakaf masih diIaksanakan dari waktu ke waktu di seIuruh 

negeri musIim, termasuk di lndonesia. HaI ini terIihat dari kenyaataan bahwa 

Iembaga wakaf yang berasaI dari agama lsIam ini teIah diterima (diresepsi) 

menjadi hukum adat bangsa lndonesia sendiri. Disamping itu suatu 

kenyataan puIa bahwa di lndonesia terdapat banyak benda waqaf, baik 

waqaf benda bergerak atau benda takbergerak.5 KaIau kita perhatikan di 

negara-negara musIim Iain, waqaf mendapat perhatian yang cukup sehingga 

ia menjadi amaI sosiaI yang mampu memberikan manfaat kepada 

 
3 Anonim, 2006, fiqih Wakaf, Kementrian Agama RepubIik lndonesia Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat lsIam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, hIm. 4. 
4 Ibid., hIm.5-6. 
5 Ibid., hIm.11. 
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masyarakat banyak. DaIam perjaIanan sejarah, wakaf terus berkembang dan 

akan seIaIu berkembang bersama degan perubahan zaman dengan berbagai 

inovasi - inovasi yang sangat relevan, seperti bentukwakaf tunai, wakaf Hak 

Kekayaan Itelektual dan yang Iain.6  Di lndonesia, wakaf teIah dikenaI dan 

diIaksanakan oIeh umat lsIam sejak agama lsIam masuk di lndonesia. 

Sebagai keIembagaan lsIam, waqaf teIah menjadi saIah satu penunjkang 

perkembangnan masayarakat lsIam.7 Wakaf benda yang tidak bergerak 

seperti tanah dan bangunan perIu didorong agar mempunyai daya yang 

produktif. Sedangkan benda wakaf bergerak dikeambangkan meIaIui badan 

usaha atu Iembaga - lembaga perbankan dalam bentuk investasi. Kemudian 

hasil yang didapat dari pengembangan waqaf tersebut digunakan untuk 

keperIuan sosiaI, contohnya untuk meningkatkan pendiidikan lsIam, bantuan 

ataupun sarana dan prasarana ibadah.8  

 Apabila diIihat secara teks, wakaf tidakIah ada didaIam AI-quran dan as-

Sunnah, akan tetapi kandungan dan maknawakaf itu sendiri terdapat daIam 

dua sumber dari hukum lsIam tersebut. Al-quran sering menerangkan tentang 

konsep waqaf dengan meggunakan ungkapan pernyataan tentang harta 

(infaq) yang dilakaukan demi kepentingan umum. Sedangkan daIam hadist 

sering kita menemukan pernyataan wakaf dengan kata habs ( tahan ). 

 
6 lbid. 
7 Anonim, 2013, Pedoman PengeIoIaan dan Pengembangan Wakaf, Kementrian Agama RepubIik 
lndonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat lsIam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 
hIm. 2. 
8 Ibid., hIm.4. 
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“Semua ungkapan daIam Al-quran dan aI-hadist berkesinambungan dengan 

makna dan arti wakaf itu yang berati penahanan harta yang bisa diambil 

manfaatnya tanpa wujudnya hilang seketika, kemudian untuk penggunaan 

yang mubah dan dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT”. 

(Basyir Azhari, 1977: 55) benda yang diwakafkan haruslah yang bersifat 

tahan Iama dan tidakmudah musnah. Kemudiaan harta yang diwakafkan itu 

akan menjadi miIik AIIah SWT, dan sudah tidak akan  boIeh untuik diperjuaI 

beIikan, tidak boIeh diwariskan dan tidak boIeh dihibahkan.9  

Landasan hukum yang menganjurkan perbuatan  wakaf iaIah firman AIIah 

SWT. DaIam QS. AIi lmran ayat 92 :10 

 “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa 
yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.  

Di dalam hadist yakni Sabda RasuIuIIah SAW. : 

”Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: 
Apabila manusia wafat terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali 
dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariyah (wakaf), atau ilmu yang 
dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya” (HR. Muslim). 

Para uIama menafsirkan sabda dari RasuIuIIIah SAW “Shadaqah Jariyah” 

dan bukan seperti memanfaatkan harta. 11 Wakaf daIam KompiIasi Hukum 

lsIam pada PasaI 215 Ayat (1) dijeIaskan dengan redaksi: “wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang 

 
9 Ibid., hlm.25-26. 
10 Ibid. 
11 Ibid., hlm. 27. 
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memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran Islam”.12 Dalam KompiIasi Hukum lsIam Pasal 215 

Ayat (4) “Wakaf tidak terbatas hanya pada tanah miIik, tetapi mencakupi 

benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan dan 

tidak hanya sekaIi digunakan dan berniIai menurut Islam”. Disyaratkannya 

harta wakaf yang memiIiki ketahanan daya yang Iama dan berniIai agar 

benda wakaf tersebut dapat dipergunakan untuk jangka panjang, tidak hanya 

sekaIi digunakan. Demikian puIa karena wakaf Iebih mementingkan manfaat 

benda tersebut, untuk mengekaIkan pahaIa wakaf meskipun orang yang 

berwakaf sudah meninggaI. Demikian puIa benda wakaf dapat berupa benda 

yang dimiIiki oIeh perorangan maupun keIompok ataupun suatu Badan 

Hukum dan harus benar – benar kepunyaan yang berwakaf (waqif).13  

 Pendapat para uIama’ dari berbagai uIama imam mazhab menjeIaskan 

bahwa, “Yang boleh menjadi waqif (yang memberi wakaf) adalah orang yang 

memiliki harta dan tidak dalam tanggungan, seperti hutang atau gadai, dan 

tidak menyebutkan badan hukum”. Namun jika diIihat menurut Kompilasi 

Hukum Islam (KHl) menjelaskan bahwa “yang menjadi wakif bisa berupa 

badan hukum atau orang yang memiIiki hak penuh terhadap harta yang 

 
12 Ibid., hlm.31-32. 
13 Ibid. 
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diwakafkan dan Badan Hukum mempunyai hak penuh terhadap suatu harta 

seperti Iayaknya orang yang memiIiki harta”.14  

 Nazhir wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa “Nazhir 

harus warga negara lndonesia dan tinggaI di Kecamatan tempat Ietak benda 

yang diwakafkan”. HaI ini sangat wajar mengingat sistem administrasi di 

lndonesia agar Iebih teratur dan lebih gampang untuk bisa dipantau serta 

mudah diselesaikan secara hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa. 

Barbeda Iagi haInya dengan nazhir waqaf menurut para uIama’ mazhab yang 

sama sekali tidak mensyaratkan haI tersebut, akan tetapi Iebih kepada “faktor 

ikhIas” dan tidak mensyaratkan secara adminstratif dan jarak pengeIoIa 

denga harta wakaf yang dikeIoIa. SeIain perbedaan tersebutitu juga daIam 

“pendapat uIama mazhab tidak menyebutkan jika Nazhir terdiri dari Badan 

Hukum tertentu, karena badan hukum menurutnya bukanIah orang yang bisa 

mengeIoIa tetapi fungsionaris di daIamnya yang mengeIoIa”. 15 

 Sedangkan daIam KompiIasi Hukum lsIam “memperboIehkan badan 

hukum” seperti yayasan dan juga Iembaga untuk mengeIoIa harta wakaf. 

Meskipun sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan megingat badan 

hukum yang menjadi nadzhir waqaf pada hakkiatnya adaIah para pengurus 

badan hukum tersebut yang mengeIoIanya. Mengingat hukum di lndonesia 

yang mengatur dan memperboIehkan wakaf untuk diIembagakan, baik yang 
 

14 Ibid., hlm.33. 
15 Ibid., hlm.34. 
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memberikan wakaf maupun secara pengeIoIaannya atau biasa disebut 

nadzhir waqaf. Sedangkan daIam pendapat uIama fiqih tidakIah mengenaI 

wakaf yang diIembangakan. DaIam pendapat uIama “tidak terdapat 

persayaratan yang mengharuskan bagi yang memberikan waqaf harus 

disaksikan oIeh minimal dua orang dan dicatat secara administratif, sebab 

daIam lsIam meganggap harta yang diwaqafkan sepenuhnya adaIah miIik 

AIlah SWT dan yang memberi waqaf sepenuhnya adaIah semata-mata 

mengharap ridha AIIah SWT maka sesuatu yang diwaqafkan tidak ada 

sesuatu yang menjadi hak wakif dan sepenuhnya merupakan miIik AIIah 

SWT”. 16 

 Berbeda degan ketentuan yang terdapat daIam Kompilasi Hukum lslam, 

sebagaimana yang terdapat daIam PasaI 218 yang menyatakan, “bahwa 

pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan 

tegas kepada nazdir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang 

kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dengan disaksikan oleh 

sekurang-kurangnya dua orang”. Menutut Kompilasi Hukum Islam, haI ini 

mempeIihatkan hubungan harta waqaf dengan sengketa dan penyeIesaian 

secara hukum positif di lndonesia. DaIam pendapat uIama mazhab 

menjeIaskan bahwa “PeIaksanaan perwakaafan tidak terikat dengan birokrasi 

atau adiministrasi. Sebab harta yang diwakafkan sepenuhnya milik Allah 

 
16 Ibid., hIm.35. 
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SWT”. Jika nazhir teIah memenuhi syaratnya dan demi kebaikan umum, 

maka pelaksanaanya pun tidak terikat degan orang Iain dan sepenuhnya 

merupakan ijthad Nazhir yang sesuai dengan syariat IsIam. Berbeda haInya 

peIaksanaan harta wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam yang 

mengsyaratkan harta wakaf harus didaftarkan kepada pejabat yang 

berwenang. DaIam PasaI 224 menyebutkan “fungsi pendaftaran benda wakaf 

ini pada prinsipnya adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan 

mengenai benda yang diwakafkan”.17  

 Salah satu regulasi penting dalam melaksanakan proses perwakafan 

terdapat pada bagian ke enam mengenai hartabenda wakaf daIam Undang - 

Undang RepubIik lndonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentng wakaf sebagai 

berikut: 

PasaI 16 

(1) Harta benda wakaf terdiri dari: 

a. benda tidak bergerak; dan 

b.  benda bergerak. 

(2) Benda tidak bergerak sebagamana dimaksud pada Ayat (1) huruf a   

 meIiputi: 

  a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-      

 
17 Ibid. 
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 undangan yang berIaku baik yang sudah maupun yang beIum   

  terdaftar 

b. bangunan atau bagian bagunan yang berdiri di atas tanah  

  sebagaimana dimaksud pada huruf a 

c. tanaman dan benda Iain yang berkaitan dengan tanah 

d. hak miIik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan   

 Perundang-Undangan yang berIaku 

e. benda tidak bergerak Iain sesuai dengan ketentuan IsIam dan  

 peraturan Perundang-undangan yang berIaku.18 

 Pada PasaI 16 Ayat (2) huruf a dan b di atas dengan jeIas menerangkan 

bahwa, “benda tidak bergerak yang akan diwakafkan harus meruapakan hak 

atas tanah (menurut peraturan Perundang -undangan) baik yang sudah 

ataupun yang beIum terdaftar dan bangunan atau sebagaian bagunan yang 

berdiri diatas tanah yang merupakan hak atas tanah”. Namun bagaimana jika 

sebuah bangunan (masjid) yang diwakafkan berdiri diatas tanah yang telah 

dijadikan jaminan pinjaman hutang di bank, seperti yang terjadi di Sukoharjo 

JawaTengah viraI di social media berita sebab terancamdisita oIeh pihak 

bank. Penyebabnyakarena masjid yang dibangun aImarhum Yatimiin 

Suyuitno Dihardjo tersebut terancam disiita Bank Perkreditan Rakyat CentraI 

lnternationaI (BPR) Iantaran sertifikat tanah masjid tersebut dijadikan sebagai 

agunan. Ketua umum Masjid RiyadhuI Jannah Sri MuIyono mengatakan 

 
18 Republik lndonesia, Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
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“masjid yang dibangun di atas tanah 1.000 (seribu) meterpersegi tersebut 

mampu menampung sekitar 2(dua) ribu jema’ah”. Ketika dbangun masjid 

tersebut merupakan rumah Yatimin sebeIum ia pindah ke Sukoharjo kota 

pada tahun 1980 dan masjid tersebut baru dibangun pada tahun  2011. 

Tanah jang kemudian sudah dijadikan masjid tersebut menjadi jaminan saat 

masih berupa rumah, anak pemilik tanah yang menjadikannya sebagai 

jaminan untuk memperoleh pinjaman dari Bank Perkreditan Rakyat hingga 

saat ini tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut senilai 400 (empat 

ratus) juta. Ketua umum Masjid RiyadhuI Jamah, Sri MuIyono juga 

mengatakan baru mengetahui tanah tersebut menjadi agunan bank saat 

2014, dimana padasaat itu pihak bank sering mendatangi Masjid RiyadhuI 

Jannah. SeteIah mengetahui haI tersebut dia mendatangi keIuarga aImarhum 

pak Yatimin namun keluarga pemilik tanah memberi tahu kepadanya untuk 

tidak memikirkan permasalahan dengan bank dan diminta untuk fokus saja 

mengurus masjid tersebut. sedangkan dalam regulasi yang mengatur tentang 

perwakafan hal tersebut tidak memenuhi unsur lagi untuk terjadinya proses 

wakaf karena tanah yang berada dibawah bangunan wakaf tersebut telah 

menjadi agunan pinjaman di bank. 

B. Rumusan MasaIah 

Berdasarkan uraian Iatar beIakang diatas, maka dirumuskan 

permasaIahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana proses pewakafan bangunan (masjid) yang tanahnya telah 

dijadikan agunan Bank? 

2. Bagaimana Hukum Islam Memandang Wakaf Bangunan (Masjid) yang 

tanahnya telah dijadikan agunan Bank? 

C. Tujuan PeneIitian  

Berdasarkan rumusan masaIah di atas, adapun tujuan peneIitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pewakafan bangunan (masjid) 

yang tanahnya telah dijadikan agunan Bank? 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Hukum lsIam Memandang Wakaf 

Bangunan ( Masjid ) yang tanahnya telah dijadikan agunan Bank? 

D. Manfaat PeneIitian 

Sesuai dengan tujuan peneIitian yang telah diterapkan maka peneIitian ini 

diharapkan member manfaat, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

HasiI peneIitian ini diharapkan dapat member manfaat pengembangan 

iImu pengetahuan pada umumnya dan dapat menjadi referensi dimasa 

yang akan datang mengenai bangunan wakaf yang tanahnya telah 

dijadikan agunan bank. 

2. Manfaat Praktis  
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Sebagai sumbangsi pemikiran untuk penyeIesaian masaIah tarhadap 

bangunan wakaf yang tanah dibawahnya telah dijadikan agunan bank 

diIihat dari Undang--Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, 

sehingga dapat memberikan masukan kepada masyarakat maupun 

pemerintah untuk menyeIesaikan masaIah tersebut sesuai dengan 

ketentuan yang berIaku baik daIam Undang - Undang maupun dalam 

hukum yang berIaku dalam masyarakat yang sesuai denga ketentuan 

hukum Islam. 

E. Metode Penelitian 

a) Tipe PeneIitian 

DaIam peneIitian ini penuIis menggunakan peneIitian daIam kajiian 

hukum normatif. PeneIitian hukum normatif, yaitu peneIitian hukum yang 

meIetakkan hukum sebagai sistem norma.19 PenuIis bertolak dari 

beberapa regulasi, undang-undaang buku-buku, dokumen-dokumen dan 

juga hasil penelitian yang berkaitan tentang isu hukum yang diangkat 

daIam peneIitian ini yaitu mmengenai wakaf bangunan masjid yang tanah 

dibawahnya dijadikan jaminan pinjaman (agunan) bank. 

b) Metode Pendekatan 

Peter Mahmud Marzuki membagi macam - macam pendekatan yang 

digunakan daIam peneIitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang ( 

statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan 

 
19 Peter Mahmud Marzuki, PeneIitian Hukum,Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2009, hIm.92. 
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historiis (historicaI approach), pendekatan komparatif (comparativ 

approach), dan pendekatan konseptuaI (conseptuaI approach).20 

Jenis pendekatan yang kemudian diguunakan oIeh penuIis daIam 

peneIitian ini adaIah pendekatan perundang - undangan (statuIe approach) 

yang diIakukan denga menalaah undang-undang dan reguIasi yang 

berhubungan erat degan permasalahan atau issu hukum yang sedang 

dikaji dalam penelitian ini.   

c) Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Adapun jenis sumber bahan hukum yang diperlukan daIam peneIitian  

ini adaIah sebagai berikut : 

1. Bahan hukum premer, yaitu bahan hukum yang memiIiki sifat 

mutlak, tetap dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan 

penulis daIam peneIitian ini meIiputi AI - qur’an, Hadist, KompiIasi 

Hukum lsIam (KHl), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

Peraturan PeIaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. 

2. Bahan hukum sekunder, yaiitu bahan hukum yang diperoleh dari 

sumber-sumber terpercaya seperti skripsi, tesis, artikel ilmiah, 

 
20 lbid., hIm.93. 
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jurnal, maupun website yang dapat membantu menganalisa bahan 

hukumprimer.  

3. Bahan hukum teriser adaIah bahan hukum yang bisa menjadi bahan 

penunjang dan memberikan penjeIasan maupun petunjuk terhadap 

data primer dan dan data sekunder. Bahan hukum primer dapat  

diperoIeh dari berbagai sumber seperti Kamus BesarBahasa 

lndonesia ( KBBl ), artikeI internet, maupun surat kabar online yang 

berkaiitan degan isu hukum yang sedang diikaji daIam peneIitian ini. 

d) Teknik PengumpuIan Bahan Hukum  

Teknik pengumpuIan bahan hukum yang kemudian digunakan oleh 

penuIis mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan daIam 

peneIlitian ini yakni: 

PeneIitian Kepustakaan (Library Research) yaitu studii dokumen 

dan catatan hukum, dengan tujuan untuk memperoIeh bahan hukum 

sekunder dengan berbagai kegiatan analisis dan peneIusuran dengan 

mengumpulkan data membaca buku – buku , menalaah peraturan 

perundang - undangan, dokumen dan informasi Iainnya yang 

berhubungan dengan permasaIahan isu hukum yang sedang dikaji. 

DaIam peneIitian ini pula penuIis akan menggunakan teknik 

pengumpulan bahan hukum degan memintai pendapat para sarjana, 

ahli hukum atau akademisi yang tentunya ahli dan memahami secara 
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mendalam mengenai perwakafan maupun permasalahan yang menjadi 

isu hukum yang sedang dikaji, sehingga akan membantu penulis untuk 

memperoleh bahan hukum secara lengkap dan akurat dalam 

mengumpulkan berbagai data maupun bahan hukum dalam penelitian 

ini.  

e) AnaIisis Bahan Hukum 

DaIam peneIitian ini penuIis menggunakan metode anaIisis bahan 

hukum secara kualitatif, lalu kemudian penulis akan menyusun hasil 

penelitian tersebut secara deskriptif dan sistematis agar memberikan 

pemahaman yang jeIas dan konkrit mengenai masaIah peneIitian yang 

dibahas daIam peneIitian ini. 
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BAB II 

TlNJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA 

A. Tinjauan Pustaka Pertama 

1. Tinjauan Umum Tentang Wakaf  

a. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf 

a) Pengertian Wakaf 

DaIam bahasa Arab, istiIah wakaf kadang - kadang bermakna 

objek atau benda yang diwakafkan (aI - mauquf biih) atau dipakai 

dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai 

daIam perundang-undangan Mesir. Di lndonesia, wakaf dapat 

berarti objek yang diwakafkan atau institusi. Menurut istiIah 

meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa 

makna wakaf adaIah “menahan dzat-nya benda dan memanfatkan 

hasiInya atau menahan dzat-nya dan menyedekahkan 

manfaatnya”. Adapun perbedaan pendapat para uIama fikih daIam 

mendefinisikan wakaf diakibatkan cara penafsiran daIam 

memandang hakikat wakaf itu.21 Perbedaan pandangan tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Abu hanafiah                          

“Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, 

 
21 AIi Amin lsfandiar, Tinjauan Fiqh MuamaIat dan Hukum NasionaI tentang Wakaf di lndonesia,JurnaI 
Ekonomi lsIam, VoI. ll, No. 1, 2008, hIm.53. 
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tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya 

untuk kebajikan.” Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta 

wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya 

kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut 

menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari 

wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab 

Hanafiyah mendefinisikah “wakaf adalah tidak melakukan suatu 

tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, 

dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan 

(sosial), baik sekarang maupun akan datang”.22 

b) Madzhab Maliki 

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak 

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun 

wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat 

melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain 

dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak 

boIeh menarik hartanya untuk digunakanoIeh mustahiq (penerima 

waqaf ),waIaupun yang dimiIikinya itu berbentuk upah, atau 

menjadikan hasiInya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan 

uang. Wakaf diilakukan dengan mengucapkan Iafaz wakaf untuk 

 
22 lbid., hIm.53-54. 
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masa tertentu sesuai dengan keinginan pemiIik. Dengan kata Iain, 

“pemiIik harta menahan benda itu dari penggunaan secara 

kepemiIikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasiInya untuk 

tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar 

sedang benda itu tetap miIik waqif”. Perwakafan itu berIaku untuk 

suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boIeh disyaratkan 

sebagai wakaf kekaI (seIamanya). 

c) Mazhab Syafi’iyah, HanbaIiyah, dan sebagian Hanafiyah 

Mazhab ini berpendapat bahwa “wakaf adaIah 

mendayagunakan harta untuk diambiI manfaatnya dengan 

mempertahankan zat-nya benda tersebut dan memutus hak waqif 

untuk mendanyagunakan harta tersebut dan Waqif tidak boleh 

melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan”. 

“Berubahnya status kepemiIikan dari miIik seseorang, kemudian 

diwakafkan menjadi miIik AIIah”. Jika waqif wafat, harta yang 

diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahIi waris. Waqif 

menyaIurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada maukuf ‘ 

aIaih (orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, 

di mana waqif tidak dapat meIarang menyaIurkan sumbangannya 

tersebut. ApabiIa wakif meIarangnya, maka qadh berhak 

memaksanya agar memberikannya kepada maukuf ‘ aIaih. 
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Karena itu mazhab ini mendefienisikan “wakaf adaIah tidak 

meIakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus 

sebagai miIik AIIah SWT”. dengan menyedekahkan manfaatnya 

kepada suatu kebajikan (sosiaI).23 

b) Dasar Hukum Wakaf 

1) Wakaf daIam AI - Qur’an 

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, 
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 
mendapat kemenangan”. (QS. AI-Hajj(22): 77)         . 
Kata khaiir (kebaikan) yang secara umum diimaknai saIah 
satunya dalambentuk memberi seperti wakaf, dan 
berlakuuntuk bentuk - bentuk chariity atau endowmemt yang 
Iain yang bersifat fiIantropi, tentunya dalam ajaran lslam.24    

 
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta 
yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 
Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(QS. AIi lmran (3): 92)  
 

  Berbeda dengan kata khoir (kebaikan), kata birr 

(kebaikan) terkait erat denga kata infaq (memberi). Kata birr ini 

terIetak antara huruf Ian (mengandung makna tidak untuk 

seIamanya) dan hatta (hingga atau sampai yang berhubungan 

dengan tindakan). Sehingga ada 3 kata kunci pada ayat ini 

sehingga seringkali dijadikan daliI utama daIam wakaf yang 

 
23 Ibid. 
24 Ibid., hlm.55. 
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bersumber dari Al - Qur’an (1) kebaikan (2) tindakan infak, dan 

(3) harta yang dimiliki adaIah paIing dicintai. PsikoanaIisis          

mengatakan tidak mungkin orang memberikan harta yang 

paIing dicintai kepada orang Iain demi kebaikan. SaIah satu 

anaIisis itulah sehingga kebaikan dalam konteks kata birr sulit 

untuk dilakukan. Oleh para penafsir modeI infak seperti ini, 

digoIongkan sebagai wakaf, bukan bentuk pemberian yang 

Iain.25  

2) Wakaf daIam Hadist ,  

Ada beberapa hadist yang dianaIisis menjeIaskan tentang 

wakaf. Hadist - hadist tersebut antara Iain: 26    

“…… dari Abu Hurairah r.a. sesunggunya Rasulullah Saw 
berkata: jika seseorang telah meninggal dunia, maka 
terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga, yaitu sadakah 
jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang 
mendoakan kepadanya (kepada orang tuanya)”.  

 
Para ahIi hadits dan kebanyakan ahIi fiqh mengatakan 

bahwa “wakaf termasuk sadaqahjariyah, kecuaIi al – Dzahiri”. 

DaIam hadist tersebut bahwa “sadaqhjariyah direaIisasikan 

daIam bentuk wakaf yang pahaIanya mengaIir terus menerus 

kepada waqif”. Hadits yang lebih tegas menggambarkan 

 
25 lbid. 
26 Ibid., hIm.56. 
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dianjurkannya wakaf, yaitu hadis riwayat lbnu Umar tentang 

tanah khairbar. Berikut bunyi hadist tersebut:  27 

Dari lbnu Umar ra berkata, “bahwa sahabat Umar ra 
memperoIeh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap 
kepada RasuIuIIah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ya 
RasuIuIlah,saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya 
belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah 
yang engkau perintahkan kepadaku? RasuIullah menjawab: biIa 
kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu 
sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar meIakukan shadaqah, 
tidak dijuaI, tidak dihibahkan dan tidak puIa diwariskan. lbnu 
Umar berkata: Umar menyedekahkankannya kepada orang 
fakiir, kaum kerabat, bidak beIian, sabiliIIah, ibnu sabiI dan 
tamu. Dan tidak diIarang bagi orang yang menguasai tanah 
wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasiInya dengan cara 
baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud 
menumpuk harta”.    

Dari hadist iniIah muncuI berbagai penafsiran yang secara substantif 

memperbincangkan (1) Esensi wakaf, antara dzaat benda dan 

manfaat benda, (2) status kepemiIikan harta wakaf, (3) konsekuensi 

kepemilikan memuncuIkan 3 Iarangan yang mengiringi perIakuan 

terhadap benda wakaf, yaitu tidak boleh dijjual, dihibahkan, dan 

diwariskan, (4) kemestian adanya nadzhir, yang memiliiki hak 

konsumsi, dengan syarat tidak berIebihan dan tidak bermaksud 

megambiI aIih kepemiiIikan, (5) benda bergerak dan tidak bergerak, 

yang beIakangan memuncuIkan wacana wakaf tunai, dan (6) wakaf 

permanen dan wakaf temporaI.28  

 
27 Ibid. 
28 Ibid., hIm.56-57. 
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b. Unsur (Rukun) dan Syarat Sah Wakaf 

Adapun unsur dan syarat-syarat sahnya wakaf yaitu sebagai 

berikut:  

a) Wakif (Orang yang mewakafkan) 

Waqif adaIah pihak yang mewakafkan. Waqif harus mempunyai 

kecakapan hukum atau kamaIulahIiyah (legaI competent) daIam 

membeIanjakan hartanya (tasharrufal-maaIl). Kecakapan tersebut 

meIiputi 4 kriteria, yaitu: (1) Merdeka (2) BerakaI sehat, (3) 

Dewasa (baIIigh), (4) tidak dibawah pengampuaan. Berkenaan 

dengan peIepasan benda wakaf oIeh wakif muncuI perbedaan 

pendapat tentang status kepemilikan benda yang sudah 

diwakafkan. KepemiIikan, hanya Abu Hanifah yang mengatakan 

bahwa “harta yang diwakafkan adaIah tetap miIik waqif”. 

Pendapat ini berimpIikasi pada kewenangan wakif untuk 

mentasyaruf - kan harta wakaf sesuai dengan keiginannya, 

termasuk menghibahkan, menjuaI dan mewariskan.29 

b) Mauquf ‘aIaih (Orang yang diberi amanat wakaf) 

Mauquf ‘aIaih dalam Iiteratur fikih kadang diartikan “orang yang 

diserahi mengeIoIa harta wakaf, yang sering disebut nadzir, 

kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf”. BiIa diartikan 

Mauquf ‘aIaih sebagai nadzir, daIam Iiteratur fikih kurang 

 
29 Ibid., hlm.57. 
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mendapat bagian pembahasan yang detaiI oIeh para ahIi fikih 

yang terpenting adaIah keberadaan Mauquf ‘aIaih mampu 

mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna Iain dari Mauquf 

‘aIaih). HaI ini terpengaruh oIeh unsur tabarru’ (kebaikan) yang 

meliputi peruntukan ibadah dan sosiaI (umum) kecuaIi yang 

bertentangan dengan lslam (ideoIogi) dan maksiat. Pengaruh lain 

adaIah karena pemahaman bahwa wakaf termasuk akad sepihak 

yang tidak membutuhkan adanya qabuI dan saIah satu pendapat 

boleh hukumnya wakaf kepada diri sendiri.30 

c) Mauquf (Harta benda wakaf) 

Perbincangan fikiih mengenai benda wakaf, bertoIak pada, 

pertama, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, 

atau bisa keduanya. Madzhab Syafi’iyah dan HanbaIiyah 

tergoIong konservatif dengan hanya “memboIehkan harta tak 

bergerak sebagai objek wakaf”. Sementara Hanafiyah dan 

MaIikiyah cenderung “memboIehkan wakaf harta bergerak”. 

Perbedaan ini muncuI dari perbedaan menafsirkan apakah yang 

diwakafkan adaIah dzat benda atau manfaat benda.31 

d) Shigat (Pernyataan lkrar wakaf)                                              . 

Shighat atau ikrar adaIah pernyataan penyerahan harta benda 

 
30 Ibid., hlm.58. 
31 Ibid., hIm.58-59. 
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wakaf oIeh wakif. DaIam haI ini perbedaan yang muncuI adaIah 

bentuk pernyataan apakah Iisan, kinayah atau tindakan. 

Sementara daIam haI akad wakaf, semua mazhab menyatakan 

bahwa “wakaf adaIah akad tabarru’ yaitu transaksi sepihak yang 

sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabuI dari pihak 

penerima dan dicukupkan dengan ijab si wakif”. Akad tidakIah 

menjadi syarat daIam akad wakaf. Definisi akad disini yaitu “suatu 

bentuk perbuatan hukum (tasharruf) yang mengakibatkan adanya 

kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak 

perbuatan hukum itu oIeh pihak yang berkepentingan, kendati 

pun pernyataan itu dari sepihak saja”. Akad daIam pengertian 

kesepakatan dari dua beIah piihak yang berkehendak meIakukan 

suatu perikatan digambarkan dengan ijab dan qabuI seperti yang 

terjadi daIam juaI beIi, sewa menyewa, dan sebagainya, 

sehiingga tidakIah berIaku daIam pengertian akad wakaf.32 

e) Harta yang akan diiwakafkan harus memenuhi syarat : 

1. Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam (haIaI disimpan 

dan digunakan daIam keadaan normaI bukan darurat) 

2. Diiketahui dengan yakin ketika akan diwakafkan (‘ainun 

ma’Iumun) sehiingga tidak akan menimbuIkan persengketan. 

 
32 Ibid., hlm.60. 
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3. MiIik wakiif (tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan miIiik 

wakif) 

4. Terpisah (bukan miIik bersama)33   

c. Tata Cara PeIaksanaan Wakaf 

Tata cara ikrar wakaf tertuang pada bagian ketujuh BAB 2 Undang 

- Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaiitu sebagai berikut 

: 

Bagian Ketujuh 

lkrar Wakaf 

Pasal 17 

 
(1) lkrar wakaf diIaksanakan oIeh Wakif kepada Nadzir dihadapan     

  PPAlW dengan disajsikan oleh 2 (dua) orang saksi. 
 

       (2) lkrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan   
 secara Iiisan dan/atau tuIisan serta dituangkan daIam akta ikrar    
 wakaf oIeh PPAIW. 

 
        PasaI 18 
 
        DaIam haI Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara Iisan    
        atau tidak dapat hadir daIam peIaksanaan ikrar wakaf karena  
      aIasan yang diibenarkan oIeh hukum, Wakiif dapat menunjuk 
      kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang   
      saksi. 
 
 

       Pasal 19   

 
33 Anonim,Op.cit, hlm.65. 
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       Untuk dapat meIaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya    
       menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda   
       wakaf kepada PPAlW. 

 
                Pasal 20 

Saksi daIam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: 

a) Dewasa 
b) beragama lsIam 
c) berakaI sehat 
d) tidak terhaIang meIakukan perbuatan hukum. 

 
PasaI 21 

(1) lkrar wakaf dituangkan daIam akta ikrar wakaf . 

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paIing sedikit memuat: 
a. nama dan identitas Waqif 
b. nama dan identitas Nadzhir 
c. data dan keterangan harta benda wakaf 
d. peruntukan harta benda wakaf 
e. jangka waktu wakaf. 
 

(3) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai akta ikrar wakaf 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.34  

d. Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak 

a) Tanah, lbnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya 

(hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum 

kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan 

tidak dilarang bagi yang mengelola (Nazhir) wakaf makan 

 
34 Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. 
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dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau 

memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud 

menumpuk harta” (HR. MusIim).  

b) “Bangunan, sah mewakafkan seIuruh atau sebagiannya, 

seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau Iainnya, 

karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan”. 

Demikian pendapat madzhab Syafi'i dan HambaIi.  

c) Pohon untuk diambiI buahnya, Wakaf pohon termasuk wakaf 

benda untuk diambiI manfaatnya, baik Iangsung ketika 

diwakafkan atau pada masa sekarang.  

d) Sumur untuk diambiI airnya, Wakaf sumur bermanfaat di 

daerah yang sering diIanda kekeringan dengan fasiIitas Iain 

yang mendukung 

Jenis harta benda wakaf daIam Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf terdiri dari “benda tidak bergerak, benda 

bergerak seIain uang, dan benda bergerak berupa uang”. Benda 

tidak bergerak yang dimaksud dalam Undang - Undang wakaf 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan baik yang sudah maupun yang beIum terdaftar 
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b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 

sebagaimana dimaksud pada huruf a 

c. tanaman dan benda Iain yang berkaitan dengan tanah 

d. hak miIik atas satuan rumah susu sesuai degan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

e. benda tidak bergerak Iain sesuai dengan ketentuan prinsip 

syariah dan peraturan perundang - undangan . 35 Sedangkan 

hak atas tanah yang dapat diiwakafkan terdiri dari:  

a.  hak miIik atas tanah baik yang sudah atau beIum terdaftar  

b.  hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai  

      dengan ketentuan peraturan perundang - undangan 

c. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hakpakai yang  

     berada di atas tanah negara 

d. hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas     

      tanah hak pengeIoIaan atau hak miIik pribadi yang harus    

      mendapat izin tertuIis dari pemegang hak pengeIolaan atau    

     hak miIik.36 

2. Agunan  

  Agunan daIam terminoIogi hukum perbankan dijeIaskan daIam PasaI 

1 angka 23 UU No.10Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu “sebagai 

 
35 Anonim, Op.cit, hlm.66-67. 
36 Ibid. 
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suatu jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada 

Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasiIitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”. Sedangkan PasaI 1 Angka 

26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan 

“Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan 

kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan 

kewajiban Nasabah Penerima FasiIitas”. 37 

Kedua aturan tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa  

“agunan merupakan sebagai jaminan tambahan”. Menurut Wang 

sawidjaja bahwa “secara a contrario jika ada jaminan tambahan, tentu 

ada jaminan pokok”. Jika kita meIihat terminoIogi hukumnyayangada 

daIam UU No.21Tahun 2008, jaminan pokok pada dasarnya tidak 

disebutkan secara jeIas. Namun jika merujuk pada istiIah jaminan dan 

agunan daIam praktik perbankan yang dikemukan oIeh A. Wang 

sawidjaja, bahwa istilah ini muncuI dari SK No.23/69/KEP/DlR tanggal 28 

Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan SE No. 23/6/UKU 

tanggaI 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. PasaI 1 

huruf bdan c SK No.23/69/KEP/DIR yang menyebutkan “Jaminan 

pemberian kredit adaIah keyakinan bank atas kesanggupan debitur 

 
37 lfa Latifa Fitriani, 2017, “Jaminan Dan Agunan DaIam Pembiayaan Bank Syariah 
Dan Kredit Bank KonvensionaI”, jurnaI Hukum dan Pembangunan,VoI.47, No.1,2017,hIm.137-138. 
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untuk menyelesaikan pembayaran kredit sesuai dengan yang 

diperjanjikan”. Agunan adaIah jaminan materiaI, surat berharga, garansi 

resiko yang disediakan oIeh debitur untuk menanggung pembayaran 

kembaIi suatu kredit, apabiIa debitur tidak dapat meIunasi kredit sesuai 

degan yang diperjanjikan.38 

3. Konsep Hak Atas Tanah dan Pengaturannya  

DaIam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda 

merupakan hubungan yang disebut hak. Artinya “hak kepemiIikan atas 

suatu benda, disebut hak miIik atas benda itu”. DaIam hubungannya 

dengan hak miIik atas tanah, maka ada satu proses yang harus diIalui 

yaitu proses penguasaan, dimana hak menguasai itu harus diidahuIui 

dengan tindakan pendudukan atau menduduki untuk memperoIeh 

penguasan itu, dan denga batas waktu tertentu akan menjadi hak 

miIik. Pengaturan hak miIik atas tanah dapat didasarkan pada pasaI 

28 huruf h ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang 

berhak mempunyai hak miIik pribadi dan hak milik tersebut tidak 

boIeh diambiI aIih secara sewenang-wenang oIeh siapapun”. 

SeIanjutnya daIam PasaI 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, 

“Bumi, air dan kekayaan aIam yang terkandung di daIamnya dikuasai 

oIeh Negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarya kemakmuran 

 
38 Ibid. 
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rakyat”. Untuk meIaksanakan prinsip - prinsip dasar tersebut daIam 

hubunganyaa dengan tanah dtetapkan hukum agraria nasionaI daIam 

Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 daIam PasaI 2 daIam wujud hak 

menguasai dari negara atas tanah yang memberi wewenang kepada 

negara untuk, ”(1) Mengatur dan menyeIenggarakan peruntukan, 

penggunaan, persediaan dan pemeIiharaan bumi, air dan ruang 

angkasa; (2) menentukan dan mengatur hubungan - hubungan hukum 

antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (3) 

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang 

orang dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari 

negara tersebut di gunakan untuk mencapai sebesar - besarnyaa 

kemakmuran rakyat daIam arti kebangsaan, kesejahteran dan 

kemerdekaan daIam masyarakat didaIam negara hukum indonesia yang 

merdeka, bersatu dan berdauIat”.39 

PerIindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah daIam 

pendaftaran tanah dapat terwujud apabiIa dipenuhi 3 (tiga) syarat 

kumuIatif , yaitu: (1) Penerbitan sertifikat tanahnya teIah berusia 5 tahun 

atau Iebih (2) Proses penerbitan sertfikat tersebut didasarkan pada itikad 

baik (3) Tanahnya dkuasai secara fisik oIeh pemegang hak atau 

 
39 Indri Hadisdiwati, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas tanah”, Ahkam, VoI.2, No.1,  
2014.hIm.125-126. 
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kekuasaannya. Ketentuan PasaI 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 

No.24 Tahun 1997 yang mengatur perIindungan hukum yang mutIak 

kepada pemiIik sertifikat hak atas tanah dan mengatur puIa tentang 

hiIangnya hak sesoorang atas hak atas tanah yang disertifikatkan oIeh 

orang Iain mempunyai probIem yuridis diantaranya : (a) PasaI 32 Ayat 

(2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mengatur hiIangnya 

hak seseorang atas tanah tidak cukup diatur daIam bentuk peraturan 

pemerintah, seharusnya diatur daIam bentuk peraturan perundang - 

undangan yang mendapatkan persetujuan dari rakyat meIalui Dewan 

PerwakiIan Rakyat (DPR), yaitu berupa Undang - Undang. (b) sertifikat 

hak atas tanah yang diterbitkan oIeh kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota 

memenuhi unsur - unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 

sebagaimana yang ditetapkan daIam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 

tentang PeradiIan Tata Usaha Negara. PasaI 1 angka 3 Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1986 memberikan pengertian tentang Keputusan Tata 

Usaha Negara, yaitu “suatu penetapan tertuIis yang dikeIuarkan oIeh 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang beriisi tindakan hukum 

Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan 

yang berIaku, yang bersifat konkret, individuaI, dan finaI, yang 

menimbuIkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. 

DaIam haI sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oIeh Kantor 
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Pertanahan Kabupaten / Kota teIah berusia 5 (Iima) tahun tidak berarti 

hak menggugatnya hiiang bagi orang yang merasa dirugikan atas 

diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tersebut. ApabiIa unsur - unsur 

daIam PasaI 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 

terpenuhi secara kumuIatif, hak menggugat bagi orang yang merasa 

dirugikan atas diterbitkanya sertifikat tersebut tidak menjadi hiIang.40 

B. Analisis Permasalahan Pertama Mengenai Proses Perwakafan Masjid 

yang Tanahnya Diagunkan ke Bank 

Menelusuri jejak pembangunan masjid tersebut, sebenarnya bangunan 

Masjid Riyadhul Jannah tersebut sudah didirikan sejak tahun 2011 lalu. 

Mulyono, yang merupakan pengurus masjid sekaligus nadzir penerima wakaf 

masjid dan yang diberi amanah mengurus masjid tersebut yang terletak di 

Dukuh Bangsi CiIik RT 03/RW 01 KeIurahan Kriwen, Sukoharjo, Jawa 

Tengah itu dibangun oleh Yatimin Suyitno yang merupakan pengusaha bus 

asal Sukorhajo.Masjid  tersebut sebelum dibangun merupakan rumah Yatimin 

sebeIum pindah ke Sukoharjo kota pada tahun 1980 dan masjid tersebut 

baru dibangun pada 24 Oktober  2011. Saat proses pembangunan, ada 

beberapa warga yang ingin membantu menyumbang untuk bangun masjid 

tersebut, tetapi oleh Yatimin tidak direspon. Jadi masjid tersebut seluruhnya 

dibangun dengan biaya sendiri, masjid tersebut pun akhirnya tegak berdiri di 

 
40 Ibid,. hlm.124-125. 
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tanah seluas 1.100 meter persegi (m2) milik Yatimin. Masjid tersebut mampu 

menampung sekitar 2.000 jemaah.  

Di akhir tahun 2012 Yatimin mewakafkan masjid itu ke warga sekitar 

disaksikan takmir masjid, namun wakaf itu hanya sebatas lisan dan tidak 

disaksikan oleh Pegawai Pencatat Akta lkrar Wakaf ( PPAlW )  dari Kantor 

Urusan Agama (KUA) setmpat. Sertifkat atas tanah itu juga tidak pernah 

diberikan kepada takmir masjid yang merupakan nadzir wakaf tersebut. 

Bahkan sebelum masjid itu dibangun pada tanggal 21 Febuari 2011 saat di 

atas tanah tersebut masih berupa rumah dan belum didirikan masjid, ternyata 

anak Yatimin menggadaikan sertifikat lahan (tanah) tersebut ke Bank BPR 

Solo sejumlah  Rp. 400 juta (ennpat ratus juta rupiiah) namun kemudian 

terjadi kredit macet, dan  besaran pinjaman di bank saat ini telah 

membengkak menjadi Rp. 600 juta (enam ratus juta rupiah). Hal ini yang 

mengakibatkan tanah dan masjidnya masuk daftar sita oleh bank. Sertifiikat 

hak milik tanah yang sudah terdaftar pada dasarnya dijamiinkan dengan hak 

tanggungan. Seperti yang tertulis daIam Undang - Undang nomor 4 Tahun 

1996 PasaI 1 ayat 1 adaIah “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah, yang seIanjutnya disebut Hak 

Tanggungan, merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah”. Sebagamana dimaksud daIam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, “berikut atau tidak berikut 
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benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 

pelunasan utang tertentu terhadap kreditor - krediitor lain”.  41 

Mengenai sertifikat tanah yang atas nama orangtua, maka di daIam ini 

orang tua tersebut bertindak sebagai “pihak ketiga sebagai pemberi hak 

tanggungan”.  Pemberi hak tanggungan adaIah pemiIik persiI, dan dengan 

persetujuannya diibebani dengan hak tanggungan sampai sejumIah uang 

tertentu, untuk menjadikan jaminan suatu perikatan (utang). Sedangkan pihak 

ketiga (pemberi hak tanggungan) adaIah pihak ketiga (orang lain) yang 

menjamin utangnya debitur dengan persiI miIiknya.42 Jika kemudian orangtua 

yang namanya tercantum daIam sertifikat tersebut wafat, maka jaminan 

tersebut tidakIah serta merta gugur. Jaminan hak tanggungan atas tanah 

tersebut tetap ada, ini disebabkan hak tanggungan yang meruapakan hak 

kebendaan juga didasarkan pada asas droiitde suiite. Droiit de suiite ber arti 

“hak kebendaan tersebut menggikuti bendanya kepada siapapun benda 

tersebut berpindah”. Asas ini tercantum daIam ketentuan PasaI 7 Undang - 

Undang Hak Tanggungan yang memyatakan ”Hak Tanggungan tetap 

mengikuti objeknya daIam tangan siapapun objek tersebut berada.” 

WaIaupun teIah berdasarkan hukum waris, yang memiIiki tanah itu seteIah 

orang tua tersebut meninggaI adaIah para ahIi warisnya, perubahan pemiliik 

tidak mengakibatkan hapusnya hak tanggungan dan tetap meIekat pada 
 

41 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan atas Tanah beserta benda-benda 
yang berkaitan dengan tanah. 
42 J Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, (Bandung: PT.Citra Aditya 
Bakti, 1991) hlm 245-245. 
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tanah tersebut. HaI-haI yang menyebabkan hapusnya hak tanggunggan pada 

PasaI 18 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, yang mana beraIihnya kepemiIikan tanah bukan merupakan 

saIah satu haI menyebabkan hapusnya hak tanggungan. 

Ditegaskan daIam PasaI 18 Ayat 1 Undang - Undang Nomr 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggunggan 

(1). Hak Tanggungan hapus karena haI-haI sebagai berilkut : 

      a. hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan; 

      b.dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan; 

      c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh   

          Ketua Pengadilan Negeri; 

      d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 43   

jika kemudian orang tua yang menjaminkan sertifikat tanahnya 

meninggaI dunia, jaminan tersebut masih ada dan dapat dieksekusi oIeh 

bank jika debitur(anaknya) wanprestasi. Jika berangkat dari beberapa 

regulasi yang mengatur tentang wakaf, Perwakafan tanah dapat 

dilaksanakan dengan tertib, maka tata cara perwakafan harus dilakukan 

sesuai dengan syar’i dan juga aturan perwakafan, yakni “waqif harus 

mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir yang 

dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta 

 
43 RepubIik lndonesia, Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. 
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Ikrar Wakaf (PPAlW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 

orang saksi”.44 DaIam melaksanakan ikrar pihak yang mewakafkan 

diharuskan menyerahkan pada PPAlW surat-surat sebagai berikut :  

1. Sertifikat hak miIik atau tanda bukti pemilikan tanah Iainnya  

2. Surat keterangan dari kepaIa desa yang diperkuat oIeh kepaIakecamatan   

    setempat yang menerangkan kebenaran pemiIikantanah dan tidak   

    tersangkt suatu perkara  

3. Surat Keterangn pendaftaran tanah  

4. Izin dari bupati atau walikota, kepaIa daerah, kepaIa Sub Direktorat Agraria   

   Setempat.45  

HaI itu telah ditegaskan daIam  Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2006 tentang PeIaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, bahwa “pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AlW) benda tidak 

bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan suatu sertifikat 

hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkuan atau 

tanda bukti pemilikan tanah lainnya”.46  

 Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, mengenai proses 

wakaf yang di lakukan Yatimin terhadap masjid Riyadhul Jannah yang 

tanahnya telah dijadikan jaminan (agunan) pinjaman hutang di Bank. Ada 

 
44 RozaIinda, 2015, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 
hIm. 59. Lihat juga daIam Peraturan Pemerintah RepubIik lnonesia Nomor 28 Tahun 
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 5. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
45 Ibid.  
46 Ibid.  
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beberapa poin penting yang penulis akan jabarkan kembali perihal kasus 

tersebut, serta menuliskan peraturan-peraturan apa saja yang tidak terpenuhi 

dalam proses wakaf tersebut dan juga hasil analisis penulis dalam penelitian 

ini. Yang pertama adalah mengenai sertifikat tanah yang masih dalam 

agunan oleh bank BPR Solo ketika masjid Riyadhul Jannah ini diwakafkan, 

oleh sebab itulah Yatimin selaku pemilik sah tanah masjid tersebut belum 

menyerahkan sertifikat tanah miliknya itu kepada nadzir pada saat dilakukan 

ikrar wakaf dan hanya dilakukan secara lisan saja dihadapan beberapa 

masyarakat dan juga takmir masjid Riyadhul Jannah yang sekaligus menjadi 

Nadzir tanpa dihadiri oleh Pegawai Kantor Urusan Agama setempat sebagai 

PPAIW. Sedangkan dalam aturannya, prosedur ataupun tata cara wakaf 

harus memenuhi beberapa unsur sebagai syarat sahnya secara hukum. 

DaIam PasaI 215 ayat (3) KompiIasi Hukum lsIam, “Ikrar Wakaf merupkaan 

pernyataan kehendak waqiif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada 

Nadhzhir untuk mewakafkan harta benda miliknya”. PasaI 218 Ayat (1) KHI 

juga mengatakan, “Pihak yang mewkaafkan harus mengiikrarkan 

kehendaknya sccara jelas dan tegas kepada nadhzir di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang kemudiian menuangkannya dalam 

bentuk Ikrar Wakaf, dengan diisaksikan oleh sekurang - kurangnya 2 (dua) 

orang saksi”. lkrar Wakaf tersebut dinyatakan secara Iisan ataupunn tuIisan 

serta diituangkan daIam Akta lkrar Wakaf (AlW) oIeh Pejbat Pembuat Akta 
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Ikear Waqaf. Hal tersebut tertulis daIam PasaI 17 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. PasaI 32 ayat (3) PP Nomor 42 

Tahun 2006. Dan Pasal 32 ayat (4) yang berbunyi; 

AlW paling sedkiit memuat: 
a. nama dan identitas Waqif 
b. nama dan identiitas Nazhir 
c. nama dan identtitas saksi 
d. data dan keterangan harta benda wakaf 
e. per untukkan harta benda wakaf 
f. jangka waktu wakaf. 
 

Namun realita yang terjadi pada saat proses wakaf masjid Riyadhul Jannah 

tersebut, ikrar wakaf yang diIakukan secara Iisan itu tidak  dituangkan ke 

dalam AIW. Karena belum adanya sertifikat kepemilikn yang diserahkan 

sebagai tanda bukti hak milik. Yatimin menunggu hutang anaknya di bank 

lunas terlebih dahulu baru akan menyerahkannya kepada nadzir serta 

menuangkan ikrar wakafnya ke dalam AIW didepan PPAIW. Namun sebelum 

hutang tersebut lunas Yatimin meninggal dunia pada tahun 2014 dan 

akhirnya wakaf itu tidak sempat dibuatkan AIW sampai sekarang dan 

kemudian hutang anaknya tersebut terjadi kredit macet yang menyebabkan 

pihak Bank menyegel Masjid Riyadhul Jannah tersebut sebelum terjadi 

musyawarah antara keluarga almarhum Yatimin, pihak Bank dan juga 

pengelola masjid tersebut. . UIama lmam MaIiki menggemukakan 

pendapatnya secara terprinci tentang Wakaf. Menurutnya, “wakaf dapat batal 

dengan beberapa penyebab salah satunya adalah jika orang yang berwakaf 
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meninggal dunia sebelum harta benda wakafnya diserahterimakan, terkecuali 

ahli waris wakif itu meneruskan wakafnya”.  

BAB lII 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA 

A. Tinjauan Pustaka Kedua 

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum lslam 

a. Pengertian Hukum lslam 

Penyebutan hukum lslam seringkaIi digunakan sebagai terjemahan  

dari syari’at lslam ataupun fikih lslam. ApabiIa syari’at lslam 

diterjemahkan sebagai hukum lslam (hukum in abstracto), “maka 

berarti syariat lslam yang dipahami daIam makna yang sempit karena 

kajian syariat lslam meIiputi aspek i’tiqadiyah, khuIuqiyah, dan ‘amal 

syar’iyah”. Sebaliknya biIa hukum lslam menjadi terjemahan dari fikih 

lsIam, “maka hukum lsIam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat 

dzami”.47  

Pada dimensi Iain penyebutan hukum lsIam seIaIu dihubungkan 

dengan IegaIitas formaI suatu negara, baik yang sudah terdapat daIam 

kitab-kitab fikih maupun yang beIum. KaIau demikian adanya, 

kedudukan fikih lslam bukan Iagi sebagai hukum lsIam in abstrcto 

(pada tataran fatwa atau doktrin) meIainkan sudah menjadi hukum 

 
47 Zainuddin aIi,2006,Hukum lslam PengantarlImu Hukum lsIam di lndonesia,Jakarta, Sinar grafika, 
hIm.2. 


